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Abstrak 
Studi ini ingin memperlihatkan bagaimana pembinaan yang seharusnya diberikan kepada para 
narapidana di lembaga pemasyarakatan. Pegubahan istilah penjara menjadi lembaga pemas-
yarakatan adalah isyarat awal agar hukuman kurungan penjara tidak lagi diartikan sebagai 
negasi hak kebebasan atas narapidana, tetapi justru pembinaan ke arah yang lebih baik. Den-
gan memanfaaatkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), studi ini akan me-
nyampaikan pesan undang-undang tentang pengelolaan LAPAS dan pembinaan narapidana. 
Pendekatan tersebut, secara kualiatatif, mengharuskan peneliti untuk mengacu pada norma-
norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Implikasi studi ini adalah munculnya ke-
sadaran hukum bahwa sistem pemenjaraan yang seringkali bertendensi ‘balas dendam’, yang 
dilakukan di ‘rumah kurungan’, secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan 
sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yakni agar narapi-
dana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan 
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkun-
gannya. 
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1. PENDAHULUAN 
 
          Perkembangan kepenjaraan 
di Indonesia terjadi pada 20 April 
1964. Diawali dengan perubahan 
istilah dari penjara menjadi lem-
baga pemasyarakatan, hingga pe-
menuhan hak bagi nara pidana. 
Dengan pergantian istilah itu sis-
tem rehabilitasi yang diterapkan 
pun turut berubah. Pada masa se-
belumnya, sistem rehabilitasi yang 
diterapkan mengacu pada prinsip 
retributif serta penindasan atas 
kehidupan dan kemerdekaan na-
rapidana, (Romli Atmasasmita, 
1982: 16).  
Atas dasar ini sistem kepen-
jaraan kemudian disesuaikan den-
gan sistem dan ideologi Negara In-
donesia yang berdasarkan ideologi 
Pancasila. Seluruh fungsi pemida-
naan diubah dengan suatu usaha 
rehabilitasi dan reintegrasi agar 
narapidana menyadari kesalahan-
nya, tidak lagi berkehendak untuk 
melakukan tindak pidana dan 
kembali menjadi warga masyara-
kat yang bertanggung jawab bagi 
diri, keluarga dan lingkungannya. 
Narapidana harus dipahami tidak 
hanya sebagai obyek, melainkan 
juga subyek yang tidak berbeda 
dari manusia lainnya. Mereka se-
waktu-waktu dapat melakukan ke-
salahan atau kekhilafan dan di 
waktu yang lain dapat pula menja-
di baik, sehingga tidak harus dibe-
rantas. Yang harus diberantas ada-
lah faktor-faktor yang dapat me-
nyebabkan narapidana berbuat 
hal-hal yang bertentangan dengan 
hukum, kesusilaan, agama, atau 
kewajiban-kewajiban sosial lain 
yang dapat dikenakan pidana. 
Warga binaan dalam 
lembaga pemasyarakatan mempu-
nyai kedudukan yang sama dan 
rentan terhadap pelanggaran hak-
hak narapidana. Karena itu pejabat 
dan petugas lembaga pemasyara-
katan perlu memenuhi hak-hak 
narapidana sesuai dengan bunyi 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Lembaga pemasya-
rakatan.  
Karenanya, pejabat dan 
petugas Lembaga Pemasyrakatan, 
dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya harus berdasarkan asas 
pengayoman, persamaan perla-
kuan dan pelayanan pendidikan, 
serta penghormatan harkat dan 
martabat manusia. 
 Di negara berkembang se-
perti Indonesia masalah pembi-
naan dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang beradab ser-
ing terabaikan. Bahkan sebuah 
ideologi sering tergantikan oleh 
kekuatan ekonomi yang cenderung 
lebih berperan, sehingga sering 
manusia salah jalan dan melaku-
kan tindakan diluar aturan yang 
berlaku demi mendapatkan eko-
nomi yang layak. Selain itu kecen-
derungan peningkatan kesejahte-
raan dan taraf hidup membuat se-
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makin komplek dan beragam se-
buah masalah dalam masyarakat. 
Seperti melakukan kejahatan 
ataupun perbuatan yang melang-
gar Hukum. Ketika kita berbicara 
tentang kejahatan, maka kata yang 
pertama muncul adalah pelaku ke-
jahatan. 
 Pelaku kejahatan biasa dis-
ebut dengan penjahat, kriminal. 
Tidaklah mengherankan bila upaya 
penanganan kejahatan masih ter-
fokus hanya pada tindakan peng-
hukuman terhadap pelaku. Mem-
berikan sanksi hukuman kepada 
pelaku masih dianggap sebagai ob-
at manjur untuk menyembuhkan 
baik luka atau derita korban mau-
pun kelainan perilaku yang dialami 
oleh pelaku kejahatan.  
Seirama dengan pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik yang mewajibkan pemerin-
tah untuk melaksanakan keadilan 
sosial yang seadil-adilnya terhadap 
masyarakat maupun terhadap na-
rapidana,   untuk mencapai keadi-
lan sosial, maka institusinya yang 
semula disebut rumah penjara dan 
rumah pendidikan negara berubah 
menjadi Lembaga Pemasyarakatan 
berdasarkan Surat Instruksi Kepa-
la Direktorat Pemasyarakatan No-
mor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 
1964. Lembaga Pemasyarakatan 
ialah tempat orang, individu men-
jalankan rehabilitasi dan punish 
terhadap mereka yang divonis 
bersalah oleh Hukum. 
2. METODE PENELITIAN 
 
 Berdasarkan latarbelakang 
masalah diatas maka rumusan ma-
salah yang diajukan adalah bagai-
mana penerapan analisis yuridis 
terhadap hak narapidana dalam 
pembinaan lembaga permasyara-
katan?. Hal ini ditujukan untuk 
mengetahui hak narapidana dalam 
pembinaan lembaga permasyara-
katan. Dengan demikian, secara 
metodologis, pendekatan peneli-
tian yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan 
(statute approach).  
Penggunaan pendekatan 
tersebut karena relevansinya 
dengan apa yang akan diteliti, 
yakni Analisis Yuridis terhadap 
Hak Narapidana dalam Pembinaan 
Lembaga Permasyarakatan. Menu-
rut Jhonny Ibrahim, (2006: 57) 
Analisis hukum yang dihasilkan 
oleh suatu penelitian hukum 
normatif yang menggunakan 
pendekatan Perundang-Undangan 
akan menghasilkan suatu 
penelitian yang akurat. Artinya, 
dengan memanfaatkan pendekatan 
tersebut, secara kualiatatif, peneli-
tian ini mengharuskan peneliti un-
tuk mengacu pada norma-norma 
hukum yang terdapat dalam Un-
dang-Undang. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1. Hak-hak Narapidana dalam 
Pembinaan Lembaga Perma-
syarakatan Menurut Konvenan 
Internasional 
 
Hak merupakan segala sesua-
tu yang harus di peroleh oleh se-
tiap orang yang telah ada sejak la-
hir terlebih sebelum lahir. Di da-
lam Kamus Bahasa Indonesia hak 
mempunyai pengertian tentang 
suatu kondisi yang benar, milik, 
kepunyaan, wewenang, kekuasaan 
untuk melakukan sesuatu (karena 
telah ditetapkan oleh undang-
undang, aturan, dsb), kekuasaan 
yang benar berdasarkan sesuatu 
atau untuk menempuh sesuatu, 
derajat atau martabat.  
Sedangkan kewajiban meru-
pakan sesuatu yang harus dilaksa-
nakan, keharusan (suatu kondisi 
yang harus dilaksanakan). Di da-
lam perjalanan histori, tema hak 
relatif lebih muda umurnya ketim-
bang dengan tema kewajiban, 
meskipun sebelumnya telah lahir. 
Tema hak dinyatakan resmi pada 
1948 melalui deklarasi HAM PBB, 
sementara tema kewajiban (berka-
rakter umum) sudah lebih dulu 
lahir melalui ajaran agama di mana 
manusia berkewajiban menyem-
bah Tuhan, yaitu Allah, dan men-
gamalkan perbuatan yang baik 
terhadap sesama. 
Menurut Adnan Buyung Na-
sution (1990: 45), kewajiban nega-
ra yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari hak warga negara 
(rakyat Indonesia) yang terja-
min/tergaransi dalam konstitusi 
republik Indonesia, terkait penye-
baran hak-hak yang dimiliki oleh 
warga negara. Peling tidak ada 2 
(dua) mekanisme/jalur dalam me-
lihat hak-hak warga negara untuk 
dijadikan indikator parameter im-
plementasi dalam kerangka hak 
asasi manusia (HAM), sebagai be-
rikut: 
Pertama, paradigma HAM 
melihat hak sebagai nilai (value) 
yang harus dipenuhinya (pemenu-
han) (fullfil), dipenuhi dalam hal 
ini adalah hak-hak dasar yang ber-
hubungan/berkaitan dengan hak 
ekonomi, sosial, budaya (cultural, 
social, economic right) istilahnya 
(hak ekosob), dengan mengandung 
konsekuensi jika tidak dipenuhi 
maka akan sangat mempengaruhi 
kualitas hidup warga negara (ra-
kyat), hak ekosob yang harus di-
penuhi paling tidak ada beberapa 
contoh yang fundamental yakni: 
hak mendapatkan pendidikan yang 
terjangkau, murah dan/atau gratis, 
hak mendapatkan dan/atau me-
nyediakan lapangan pekerjaan, 
hak mendapatkan kesehatan yang 
terjangkau, hak mendapatkan ke-
sejahteraan dari sumber daya alam 
yang kaya dan “ruah melimpah” di 
NKRI, dll.  
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Kedua, paradigma HAM me-
lihat hak sebagai nilai (value) yang 
harus dilindunginya (perlindun-
gan) (Protected), dilindungi dalam 
hal ini adalah hak-hak dasar yang 
berhubungan/berkaitan dengan 
hak sipil dan politik (political and 
civil right) istilahnya (hak sipil), 
dengan mengandung konsekuensi 
jika tidak dilindungi maka akan 
tercipta, (Nasution, 1990; 45). 
Ada beberapa contoh hak 
sipil yang harus dilindungi yakni: 
hak berkeyakinan, beragama, beri-
badah, hak berserikat, berkumpul, 
berorganisasi, hak bicara dan me-
nyampaikan gagasan, hak hidup, 
hak nikah, hak mendapatkan ke-
daulatan dan kemanan, hak tidak 
untuk disiksa, hak pelayanan yang 
baik dan layak, hak tidak diskrimi-
nasi, dan lain-lain. kedua paradig-
ma HAM atas pelaksa-
naan/menunaikan hak-hak dasar 
warga negara (rakyat) dalam ke-
rangka HAM apakah sudah secara 
efektif, maksimal, mengena, kepa-
da WNI (Warga Negara Indonesia), 
silahkan di analisis dan dikaitkan 
rezim dulu dan rezim sekarang ini 
terhadap kesungguhan dalam me-
laksanakan baik hak-hak dasar 
(HAM) yang dijamin/digaransi da-
lam konstitusi republik Indonesia 
saat ini (Amandemen ke-IV UUD 
1945), dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Pemenuhan hak ini meliputi 
berbagai instrumen hukum dan 
perangkat pelaksanaan sistem hu-
kum, baik di tingkat nasional, re-
gional maupun internasional. Ber-
bagai sistem tersebut tidak saja 
mencantumkan hak yang diakui 
namun juga menjamin dan men-
gakses hak tersebut.  Gagasan me-
rumuskan perlindungan hak-hak 
minimal untuk orang yang direng-
gut kebebasannya oleh putusan 
pengadilan sudah mulai dirintis 
pada pertemuan internasional 
Komisi Hukum Pidana dan Kepen-
jaraan di Bern, Swiss, pada 1926. 
Sampai akhirnya bermuara kepada 
terformulasinya instrumen dalam 
bentuk standard minimum rules 
atau basic principles yang pengin-
tegrasiaannya ke dalam legislasi 
nasional setiap negara sangat ter-
gantung pada kemauan negara itu 
sendiri.  
Kovenan Internasional ten-
tang Hak- Hak Sipil dan Politik ter-
diri dari 6 bagian dan 53 pasal, 
mencakup pasal yang melindungi 
hak-hak orang yang sedang diram-
pas kemerdekaannya, antara lain: 
Pertama, Setiap orang yang diram-
pas kebebasannya wajib diperla-
kukan secara manusiawi dan den-
gan menghormati martabat yang 
melekat pada diri manusia. (Pasal 
10 ayat 1); Kedua, Sistem pema-
syarakatan harus memiliki tujuan 
utama memperbaiki dan melaku-
kan rehabilitasi dalam memperla-
kukan narapidana. Terpidana di 
bawah umur harus dipisahkan dari 
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orang dewasa dan diperlakukan 
sesuai dengan usia dan status hu-
kum mereka. (Pasal 10 ayat 4);  
Ketiga, Tidak seorang pun 
dapat dipenjara semata-mata atas 
dasar ketidakmampuannya untuk 
memenuhi suatu kewajiban yang 
muncul dari perjanjian. (Pasal 11). 
Selain Kovenan Internasional ten-
tang Hak-Hak Sipil dan Politik, 
berkenaan dengan HAM narapida-
na wanita, dalam International Co-
venant on Economic, Social, and 
Cultural Rights (Kovenan Interna-
sional tentang Hak-Hak Ekonomi, 
Sosial, dan Budaya) yang dite-
tapkan oleh Majelis Umum PBB 
pada tanggal 16 Desember 1966 
disebutkan bahwa setiap orang 
berhak untuk menikmati standar 
tertinggi yang dapat dicapai atas 
kesehatan fisik dan mental teru-
tama untuk bebas dari kematian 
pada saat melahirkan, perkemban-
gan kesehatan sejak kanak-kanak, 
berada dalam lingkungan yang se-
hat dan terbebas dari polusi indus-
tri, pengobatan dan bebas dari pe-
nyakit menular dan mendapatkan 
pelayanan dan perhatian medis, 
(Yeni Handayani,2015: 2-3) 
Dengan demikian apa yang 
dilakukan di lembaga pemasyara-
katan adalah pembinaan yang 
mengarah pada perbaikan warga 
binaan agar dapat kembali kema-
syarakat seperti hidup dalam ma-
syarakat normal biasa, tidak ada 
hak-hak lain yang dirampas, terke-
cuali hak kehilangan kebebasan 
sementara waktu, maka dengan 
demikian narapidana masih mem-
punyai hak-hak hidup seperti hak-
hak dalam kehidupan masyarakat.   
 
3.2. Hak-hak Narapidana dalam 
Pembinaan Lembaga Perma-
syarakatan menurut Peratu-
ran Perundang-undangan 
3.2.1. Bentuk dan Sistem Pembi-
naan Lembaga Permasyara-
katan 
 
Penjelasan  Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 12 Ta-
hun 1995 tentang Pemasyaratan 
adalah  Bagi negara Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, pemikiran- 
pemikiran baru mengenai fungsi 
pemidanaan yang tidak lagi seke-
dar penjeraan tetapi juga merupa-
kan suatu usaha rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial Warga Binaan 
Pemasyarakatan telah melahirkan 
suatu sistem pembinaan yang se-
jak lebih dari tiga puluh tahun 
yang lalu dikenal dan dinamakan 
sistem pemasyarakatan. Walaupun 
telah diadakan berbagai perbaikan 
mengenai tatanan (stelsel) pemi-
danaan seperti pranata pidana 
bersyarat (Pasal 14a KUHP), pele-
pasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), 
dan pranata khusus penuntutan 
serta penghukuman terhadap anak 
(Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), na-
mun pada dasarnya sifat pemida-
naan masih bertolak dari asas dan 
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sistem pemenjaraan, sistem pe-
menjaraan sangat menekankan 
pada unsur balas dendam dan pen-
jeraan, sehingga institusi yang di-
pergunakan sebagai tempat pem-
binaan adalah rumah penjara bagi 
Narapidana dan rumah pendidikan 
negara bagi anak yang bersalah. 
Sistem pemenjaraan yang 
sangat menekankan pada unsur 
balas dendam dan penjeraan yang 
disertai dengan lembaga "rumah 
penjara" secara berangsur-angsur 
dipandang sebagai suatu sistem 
dan sarana yang tidak sejalan den-
gan konsep rehabilitasi dan reinte-
grasi sosial, agar Narapidana me-
nyadari kesalahannya, tidak lagi 
berkehendak untuk melakukan 
tindak pidana dan kembali menja-
di warga masyarakat yang ber-
tanggung jawab bagi diri, keluarga, 
dan lingkungannya. Berdasarkan 
pemikiran tersebut, maka sejak 
tahun 1964 sistem pembinaan bagi 
Narapidana dan Anak Pidana telah 
berubah secara mendasar, yaitu 
dari sistem kepenjaraan menjadi 
sistem pemasyarakatan.  
Begitu pula institusinya 
yang semula disebut rumah penja-
ra dan rumah pendidikan negara 
berubah menjadi Lembaga Pema-
syarakatan berdasarkan Surat In-
struksi Kepala Direktorat Pema-
syarakatan Nomor J.H.G.8/506 
tanggal 17 Juni 1964. Sistem Pe-
masyarakatan merupakan satu 
rangkaian kesatuan penegakan 
hukum pidana, oleh karena itu pe-
laksanaannya tidak dapat dipisah-
kan dari pengembangan konsepsi 
umum mengenai pemidanaan. 
Narapidana bukan saja ob-
yek melainkan juga subyek yang 
tidak berbeda dari manusia lain-
nya yang sewaktu-waktu dapat 
melakukan kesalahan atau kekhila-
fan yang dapat dikenakan pidana, 
sehingga tidak harus diberantas. 
Yang harus diberantas adalah fak-
tor-faktor yang dapat menyebab-
kan Narapidana berbuat hal-hal 
yang bertentangan dengan hukum, 
kesusilaan, agama, atau kewajiban-
kewajiban sosial lain yang dapat 
dikenakan pidana. Pemidanaan 
adalah upaya untuk menyadarkan 
Narapidana atau Anak Pidana agar 
menyesali perbuatannya, dan 
mengembalikannya menjadi warga 
masyarakat yang baik, taat kepada 
hukum, menjunjung tinggi nilai-
nilai moral, sosial dan keagamaan, 
sehingga tercapai kehidupan ma-
syarakat yang aman, tertib, dan 
damai. 
Sebenarnya kegiatan dalam 
Lembaga Permasyarakatan bukan 
sekedar untuk menghukum atau 
menjaga narapidana tetapi menca-
kup proses pembinaan agar warga 
binaan menyadari kesalahan dan 
memperbaiki diri serta tidak men-
gulangi tindak pidana yang pernah 
dilakukan. Dengan demikian jika 
warga binaan di Lembaga Perma-
syarakatan kelak bebas dari hu-
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kuman, mereka dapat diterima 
kembali oleh masyarakat dan ling-
kungannya dan dapat hidup secara 
wajar seperti sediakala.  
Fungsi Pemidanaan tidak 
lagi sekedar penjeraan tetapi juga 
merupakan suatu proses rehabili-
tasi dan reintegrasi sosial Warga 
Binaan yang ada di dalam Lembaga 
Permasyarakatan. Tentu saja hal 
ini sangat kontradiktif apabila di-
bandingkan dengan visi dan misi 
pemasyaratan sebagai tempat 
pembinaan narapidana, agar kebe-
radaannya dapat diterima kembali 
oleh masyarakat sewaktu bebas. 
Dengan harapan seorang mantan 
narapidana menjadi orang yang 
baik, taat beragama dan siap terjun 
kembali ke masyarakat dengan 
bekal yang sudah diterima di Lem-
baga Permasyarakatan, namun 
demikian kenyataan yang terjadi 
selama ini bekas narapidana yang 
sudah bebas masih perlu pembi-
naan kembali bekas Narapidana 
tersebut untuk memberikan pela-
tihan, ketrampilan dan skil yang 
dapat diserap dalam lapangan ker-
ja, ini terjadi karena selama dalam 
pembinaan Lembaga permasyara-
katan terpenuhinya hak-hak nara-
pidana yang sesuai dengan peratu-
ran-perundangan yang berlaku. 
Bagi negara Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila, pemikiran- 
pemikiran baru mengenai fungsi 
pemidanaan yang tidak lagi seke-
dar penjeraan tetapi juga merupa-
kan suatu usaha rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial Warga Binaan 
Pemasyarakatan telah melahirkan 
suatu sistem pembinaan yang se-
jak lebih dari tiga puluh tahun 
yang lalu dikenal dan dinamakan 
sistem pemasyarakatan. Namun 
pada dasarnya sifat pemidanaan 
masih bertolak dari asas dan sis-
tem pemenjaraan, sistem pemenja-
raan sangat menekankan pada un-
sur balas dendam dan penjeraan, 
sehingga institusi yang diperguna-
kan sebagai tempat pembinaan 
adalah rumah penjara bagi Nara-
pidana dan rumah pendidikan ne-
gara bagi anak yang bersalah. 
Sistem pemenjaraan yang 
sangat menekankan pada unsur 
balas dendam dan penjeraan yang 
disertai dengan lembaga "rumah 
penjara" secara berangsur-angsur 
dipandang sebagai suatu sistem 
dan sarana yang tidak sejalan den-
gan konsep rehabilitasi dan reinte-
grasi sosial, agar Narapidana me-
nyadari kesalahannya, tidak lagi 
berkehendak untuk melakukan 
tindak pidana dan kembali menja-
di warga masyarakat yang ber-
tanggung jawab bagi diri, keluarga, 
dan lingkungannya.  
Berdasarkan pemikiran ter-
sebut, maka sejak tahun 1964 sis-
tem pembinaan bagi Narapidana 
dan Anak Pidana telah berubah 
secara mendasar, yaitu dari sistem 
kepenjaraan menjadi sistem pema-
syarakatan. Begitu pula institu-
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sinya yang semula disebut rumah 
penjara dan rumah pendidikan ne-
gara berubah menjadi Lembaga 
Pemasyarakatan berdasarkan Su-
rat Instruksi Kepala Direktorat 
Pemasyarakatan Nomor 
J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 
Sistem Pemasyarakatan 
merupakan satu rangkaian kesa-
tuan penegakan hukum pidana, 
oleh karena itu pelaksanaannya 
tidak dapat dipisahkan dari pen-
gembangan konsepsi umum men-
genai pemidanaan. Narapidana 
bukan saja obyek melainkan juga 
subyek yang tidak berbeda dari 
manusia lainnya yang sewaktu-
waktu dapat melakukan kesalahan 
atau kekhilafan yang dapat dike-
nakan pidana, sehingga tidak harus 
diberantas. Yang harus diberantas 
adalah faktor-faktor yang dapat 
menyebabkan Narapidana berbuat 
hal-hal yang bertentangan dengan 
hukum, kesusilaan, agama, atau 
kewajiban-kewajiban sosial lain 
yang dapat dikenakan pidana. Pe-
midanaan adalah upaya untuk me-
nyadarkan Narapidana atau Anak 
Pidana agar menyesali perbuatan-
nya, dan mengembalikannya men-
jadi warga masyarakat yang baik, 
taat kepada hukum, menjunjung 
tinggi nilai-nilai moral, sosial dan 
keagamaan, sehingga tercapai ke-
hidupan masyarakat yang aman, 
tertib, dan damai. 
Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentan Pe-
masyarakatan menyebutkan, bah-
wa Pemasyarakatan adalah kegia-
tan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
berdasarkan sistem, kelembagaan, 
dan cara pembinaan yang merupa-
kan bagian akhir dari sistem pemi-
danaan dalam tata peradilan pida-
na. Dengan Sistem Pemasyaraka-
tan adalah suatu tatanan mengenai 
arah dan batas serta cara pembi-
naan Warga Binaan Pemasyaraka-
tan berdasarkan Pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu anta-
ra pembina, yang dibina, dan ma-
syarakat untuk meningkatkan kua-
litas Warga Binaan Pemasyaraka-
tan agar menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak men-
gulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh ling-
kungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar se-
bagai warga yang baik dan ber-
tanggung jawab.  
Sedangkan Lembaga Pema-
syarakatan yang selanjutnya dis-
ebut LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan Narapi-
dana dan Anak Didik Pemasyara-
katan. Maka Terpidana adalah se-
seorang yang dipidana berdasar-
kan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum te-
tap.Menurut Ac Sanoesi HAS mnga-
takan, yang dimaksud dengan  na-
rapidanaadalah seseorang yang 
diberikan hukuman yang sesuai 
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dengan perbuatan yang dilakukan 
dan telah dilewati melalui proses 
penyelidikan, penyidikan, penun-
tutan sampai pengadilan dan telah 
diputuskan oleh hakim dengan pu-
tusan memberikan hukuman (vo-
nis) yang telah mempunyai kekua-
tan hukum tetap atau inkrah. (Sa-
noesi. Ac, 1976: 63). Karena itu 
Lembaga Pemasyarakatan sebagai 
ujung tombak pelaksanaan asas 
pengayoman merupakan tempat 
untuk mencapai tujuan pembinaan 
terhadap narapidana melalui pen-
didikan, rehabilitasi, dan reinte-
grasi. Sejalan dengan peran Lem-
baga Pemasyarakatan tersebut, 
maka tepatlah apabila Petugas 
Pemasyarakatan yang melaksana-
kan tugas pembinaan dan penga-
manan Warga Binaan Pemasyara-
katan dalam Undang-undang ini 
ditetapkan sebagai Pejabat Fung-
sional Penegak Hukum. 
Sistem Pemasyarakatan 
disamping bertujuan untuk men-
gembalikan Warga Binaan Pema-
syarakatan sebagai warga yang 
baik juga bertujuan untuk melin-
dungi masyarakat terhadap ke-
mungkinan diulanginya tindak pi-
dana oleh Warga Binaan Pemasya-
rakatan, serta merupakan penera-
pan dan bagian yang tak terpisah-
kan dari nilai-nilai yang terkan-
dung dalam Pancasila. Dalam sis-
tem pemasyarakatan, Narapidana, 
Anak Didik Pemasyarakatan, atau 
Klien Pemasyarakatan berhak 
mendapat pembinaan rohani dan 
jasmani serta dijamin hak-hak me-
reka untuk menjalankan ibadah-
nya, berhubungan dengan pihak 
luar baik keluarga maupun pihak 
lain, memperoleh informasi baik 
melalui media cetak maupun elek-
tronik, memperoleh pendidikan 
yang layak dan lain sebagainya. 
Untuk melaksanakan sistem pema-
syarakatan tersebut, diperlukan 
juga keikutsertaan masyarakat, 
baik dengan mengadakan kerja 
sama dalam pembinaan maupun 
dengan sikap bersedia menerima 
kembali Warga Binaan Pemasya-
rakatan yang telah selesai menja-
lani pidananya. 
Pasal 7 Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1995 tentan Pe-
masyarakatan menyebutkan, bah-
wa Pembinaan dan pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
diselenggarakan oleh Menteri dan 
dilaksanakan oleh petugas pema-
syarakatan. Sedangkan ketentuan 
mengenai pembinaan Warga Bi-
naan Pemasyarakatan di LAPAS 
dan pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan oleh BAPAS di-
atur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. Sesuai amanat UU 
Pemasyarakatan lahirlah Peratu-
ran Pemerintah Republik Indone-
sia Nomor 32 Tahun 1999 tentang 
Syarat dan Tata cara Pelaksanaan 
Hak Warga Binaan Pemasyaraka-
tan, dalam Pasal 1 menyebutkan 
bahwa, pembinaan adalah kegiatan 
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untuk meningkatkan kualitas ke-
taqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
profesional, kesehatan jasmani dan 
rohani Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan. Sedangkan War-
ga Binaan Pemasyarakatan, Terpi-
dana, Narapidana, Anak Didik Pe-
masyarakatan, Klien Pemasyaraka-
tan, LAPAS dan BAPAS adalah 
Warga Binaan Pemasyarakatan, 
Terpidana, Narapidana, Anak Didik 
Pemasyarakatan.  
Pendidikan dan pengajaran 
adalah usaha sadar untuk me-
nyiapkan Warga Binaan Pemasya-
rakatan melalui kegiatan bimbin-
gan atau latihan bagi peranannya 
di masa yang akan datang. Di ber-
lakukan sistem pendidikan dan 
pengajaran pada lembaga pema-
syarakatan dalam rangka mem-
bentuk Warga Binaan Pemasyara-
katan agar menjadi manusia seu-
tuhnya, menyadari kesalahan, 
memperbaiki diri, dan tidak men-
gulangi tindak pidana sehingga 
dapat diterima kembali oleh ling-
kungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan, 
dan dapat hidup secara wajar se-
bagai warga yang baik dan ber-
tanggung jawab. Dengan  model 
pembinaan bagi narapidana di da-
lam Lembaga Pemasyarakatan ti-
dak terlepas dari sebuah dinamika, 
yang bertujuan untuk lebih banyak 
memberikan bekal bagi Narapida-
na dalam menyongsong kehidupan 
setelah selesai menjalani masa hu-
kuman (bebas). Karena lembaga 
pemasyarakatan bukan tempat 
yang semata-mata menghukum 
dan menderitakan orang, tetapi 
suatu tempat membina atau men-
didik orang-orang yang telah ber-
kelakuan menyimpang (narapida-
na) agar setelah menjalani pembi-
naan di dalam lembaga pemasya-
rakatan dapat menjadi orang-
orang yang baik dan menyesuai-
kan diri dengan lingkungan ma-
syarakat, (Chazawi, 2002: 38). Pa-
da  prinsipnya pembinaan narapi-
dana adalah suatu proses pembi-
naan untuk mengembalikan kesa-
tuan hidup dari terpidana. Jadi, is-
tilah lembaga pemasyarakatan da-
pat disamakan dengan resosialisa-
si dengan pengertian bahwa segala 
sesuatunya ditempatkan dalam 
tata budaya Indonesia, dengan ni-
lai-nilai yang berlaku di dalam ma-
syarakat Indonesia, (Sudarto,1986: 
27). 
 
3.2.2. Hak Narapidana dalam 
Pembinaan Lembaga Per-
masyarakatan 
Sistem pemasyarakatan 
adalah untuk bersatunya kembali 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
dengan masyarakat, sebagai warga 
Negara yang baik dan bertanggung 
jawab, sehingga keberadaan man-
tan Warga Binaan di masyarakat 
nantinya diharapkan mau dan 
mampu untuk ikut membangun 
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masyarakat dan bukan sebaliknya 
justru menjadi penghambat dalam 
pembangunan. Maka lembaga pe-
masyarakatan bukan tempat yang 
semata-mata menghukum dan 
menderitakan orang, tetapi suatu 
tempat membina atau mendidik 
orang-orang yang telah berkela-
kuan menyimpang (narapidana) 
agar setelah menjalani pembinaan 
di dalam lembaga pemasyarakatan 
dapat menjadi orang-orang yang 
baik dan menyesuaikan diri den-
gan lingkungan masyarakat. Adami 
Chazawi (2002: 38).  
Karena itu lembaga pema-
syarakatan sebagai salah satu wa-
dah pembinaan narapidana juga 
berfungsi sebagai lembaga pendi-
dikan yang dapat meningkatkan 
nilai tambah bagi narapidana den-
gan memberikan program pembi-
naan kerohanian dan kemandirian, 
berupa pelatihan berbagai kete-
rampilan dan bimbingan keroha-
nian sebagai bekal bagi narapidana 
untuk kembali ke masyarakat.  
Namun kenyataannya lem-
baga pemasyarakatan bukan lagi 
sebagai wadah pembinaan yang 
baik dan bermanfaat bagi narapi-
dana, karena buruknya kondisi 
penjara dan seiring terjadinya ke-
ributan antar sesama narapidana 
itu sendiri yang penyebabnya ka-
dang-kadang dengan hal yang san-
gat kecil tetapi menjadi bencana 
dalam lembaga permasyarakatan 
tersebut ini semua terjadi akibat 
dari dengan kelebihan kapasitas 
penghuni lembaga pemasyaraka-
tan yang ada diseluruh indonesia. 
Kapasitas dan sistem pembinaan 
dalam lembaga permasyarakatan 
perlu diatur dengan program-
program pembinaan yang teratur, 
dan disusun secara matang dan 
dilaksanakan dengan penuh kesa-
daran serta kelayakan akan men-
jamin integritas sistem pemasya-
rakatan. Adi Sujatno (1993: 13). 
Berdasarkan  UU No. 12/1995 ten-
tang lembaga permasyarakatan, 
pembinaan narapidana diatur da-
lam Peraturan Pemerintah Nomor 
31 Tahun 1999 (selanjutnya dis-
ebut PP No. 31/1999) dalam Pasal 
7 ayat (2), bahwa pembinaan na-
rapidana terdiri atas 3 (tiga) tahap 
yaitu: 1). Tahap awal, 2). Tahap 
lanjutan, dan 3). Tahap akhir. 
Selanjutnya dalam Pasal 9 
ayat (1, 2 dan 3) PP No. 31/1999 
dijelaskan tentang tahap-tahap 
pembinaan tersebut. Pembinaan 
tahap awal dimulai sejak yang ber-
sangkutan berstatus sebagai nara-
pidana sampai dengan 1/3 dari 
masa pidana. Pembinaan tahap 
lanjutan meliputi: Tahap lanjutan 
pertama, sejak berakhirnya pem-
binaan tahap awal sampai dengan 
½ dari masa pidana, dan  Tahap 
lanjutan kedua, sejak berakhirnya 
pembinaan tahap lanjutan pertama 
sampai dengan 2/3 masa pidana. 
Pembinaan tahap akhir di-
laksanakan sejak berakhirnya ta-
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hap lanjutan sampai dengan be-
rakhirnya masa pidana dari nara-
pidana yang bersangkutan. Bagi 
narapidana yang dipidana penjara 
seumur hidup tidak dilakukan pen-
tahapan sebagaimana tersebut di 
atas. Selanjutnya dalam Pasal 11 
PP No. 31/1999 disebutkan bah-
wa: 1) Pembinaan tahap awal dan 
tahap lanjutan dilaksanakan di 
lembaga  pemasyarakatan. 2)  
Pembinaan tahap akhir dilaksana-
kan di luar LAPAS oleh BAPAS. 
3)Dalam hal narapidana tidak 
memenuhi syarat-syarat tertentu 
pembinaan tahap  akhir narapida-
na yang bersangkutan tetap dilak-
sanakan di LAPAS. 
Tata cara pembinaan dalam 
sistem pemasyarakatan bertujuan 
untuk mengembalikan Warga Bi-
naan Pemasyarakatan sebagai 
warga yang baik juga bertujuan 
untuk melindungi masyarakat ter-
hadap kemungkinan diulanginya 
tindak pidana oleh Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Fungsi LAPAS 
sebagai lembaga pendidikan dan 
sekaligus sebagai lembaga pem-
bangunan yang mampu mening-
katkan nilai tambah bagi narapi-
dana, dengan mempertajam pro-
gram pembinaan narapidana 
(warga binaan pemasyarakatan). 
Dengan kata lain lembaga pema-
syarakatan sebagai wadah pembi-
naan narapidana harus mampu 
berfungsi sebagai lembaga pendi-
dikan dan pembangunan. Soegon-
do ( 1984:  15 – 17). 
Karena itu sistem pembi-
naan narapidana dengan orientasi 
yang berbasis di masyarakat 
(Community-Based corrections) di-
anggap yang  menjadi prioritas dan 
pilihan yang efektif dalam sistem 
pemasyarakatan. Community– 
Based corrections merupakan sua-
tu metode baru yang digunakan 
untuk mengintegrasikan narapi-
dana kembali ke kehidupan ma-
syarakat. Semua aktifitas yang 
mengarah ke usaha penyatuan 
komunitas untuk mengintegrasi-
kan narapidana ke masyarakat. 
Melalui metode Community-based 
corrections memungkinkan Warga 
Binaan Pemasyarkatan membina 
hubungan lebih baik, sehingga da-
pat mengembangkan hubungan 
baru yang lebih positif.  
Tujuan utama Community-
based corrections ini adalah untuk 
mempermudah narapidana berin-
teraksi kembali dengan masyara-
kat. Untuk mencapai tujuan terse-
but maka penerapan Community-
based corrections perlu didasarkan 
pada standar kriteria sebagai beri-
kut: 1) Lokasi pembinaan yang 
memberikan kesempatan bagi na-
rapidana untuk berinteraksi den-
gan masyarakat. 2) Lingkungan 
yang memiliki standar pengawa-
san yang minimal. 3) Program 
pembinaan seperti pendidikan, pe-
latihan, konseling dan hubungan 
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yang didasarkan kepada masyara-
kat. 4) Diberikan kesempatan un-
tuk menjalankan peran sebagai 
warga masyarakat, anggota ke-
luarga, siswa, pekerja dan lain lain. 
5) Diberikan kesempatan untuk 
menumbuhkan dan mengembang-
kan diri. 
Menurut Kartasasmita, pe-
nerapan Community-based correc-
tions dapat dilakukan dengan 
memberdayakan warga binaan 
pemasyarakatan melalui 3 upaya 
sebagai berikut: 
Pertama, menciptakan sua-
sana atau iklim yang memungkin-
kan potensi masyarakat berkem-
bang (enabling). Disini titik tolak-
nya adalah pengenalan bahwa se-
tiap manusia, setiap masyarakat, 
memiliki potensi yang dapat di-
kembangkan. 
Kedua, memperkuat potensi 
atau daya yang dimiliki oleh ma-
syarakat (empowering) dalam 
rangka ini diperlukan langkah-
langkah lebih positif selain dari 
hanya menciptakan iklim dan sua-
sana. Penguatan ini meliputi lang-
kah-langkah nyata, dan menyang-
kut penyediaan berbagai masukan 
(input) serta pembukaan akses ke-
pada berbagai peluang (opportuni-
ties) yang akan membuat masya-
rakat menjadi makin berdaya. 
Ketiga, memberdayakan 
mengandung pola melindungi, da-
lam proses pemberdayaan harus 
dicegah yang lemah menjadi ber-
tambah lemah karena kurang ber-
daya menghadapi yang kuat. 
Pembinaan narapidana 
berdasarkan sistem pemasyaraka-
tan, pelaksanaannya menganut da-
sar pembaharuan yang didasarkan 
pada nilai-nilai perikemanusiaan. 
Hak asasi manusia harus diperha-
tikan dan dijunjung tinggi Sudir-
man (2007:15). Adanya pengakuan 
hak asasi manusia dalam sistem 
pembinaan narapidana dilembaga 
permasyarakatan dengan harapan 
narapidana akan menjadi manusia 
dengan kepribadian yang utuh. 
Mampu menghadapi segala tan-
tangan, hambatan, halangan, ring-
tangan dan masalah apapun dalam 
setiap langkah dan kehidupannya. 
Menjadi manusia yang konsekwen, 
berkrepribadian, bertanggung ja-
wab, berorientasi ke depan, selalu 
ingin maju dengan cara berpikir 
yang positif. Narapidana sebagai 
bagian dari warga negara, sudah 
sepantasnya dihargai dan berhak 
mendapat tempat dalam pergaulan 
sosial sesuai dengan harkat dan 
martabatnya. Dengan menjunjung 
tinggi harkat dan martabatnya se-
bagai manusia, maka narapidana 
sebagai objek yang dibina dengan 
pembina narapidana merupakan 
dua hal yang tidak dapat diabai-
kan. 
Selama menjalani proses 
pemasyarakatan narapidana dibe-
rikan pembinaan kepribadian dan 
kemandirian yang intinya adalah 
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mengembalikan narapidana ke 
tengah masyarakat yang baik agar 
memiliki kepercayaan diri, mandiri 
aktif dan produktif. Dengan demi-
kian kegiatan pembinaan tersebut 
harus memperhatikan berbagai 
aspek penghidupan narapidana 
agar memiliki kemandirian dan 
kepercayaan diri yang kuat, (Sis-
molo, 2010: 2) 
Sistem Pemasyarakatan 
perlu adanya pendekatan. Pende-
katan tersebut dapat dilakukan 
melalui proses tahapan pembi-
naan. Dalam setiap tahapan pem-
binaan narapidana dikenalkan 
dengan kegiatan-kegiatan dan pa-
da waktunya narapidana tersebut 
akan diberikan hak-haknya yang 
telah dijamin dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang  Pemasyarakatan.  
Hak-hak Narapidana  yang 
dilindungi oleh Undang-Undang 
Pasal 14 ayat (1) sebagai berikut; 
a) melakukan ibadah sesuai den-
gan agama atau kepercayaannya; 
b) mendapat perawatan, baik pe-
rawatan rohani maupun jasmani; 
c) mendapatkan pendidikan dan 
pengajaran; d) mendapatkan pe-
layanan kesehatan dan makanan 
yang layak; e) menyampaikan ke-
luhan; f) mendapatkan bahan ba-
caan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang; 
g) mendapatkan upah atau premi 
atas pekerjaan yang dilakukan; h) 
menerima kunjungan keluarga, 
penasihat hukum, atau orang ter-
tentu lainnya; i) mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remi-
si); j) mendapatkan kesempatan 
berasimilasi termasuk cuti men-
gunjungi keluarga; k) menda-
patkan pembebasan bersyarat l) 
mendapatkan cuti menjelang be-
bas; dan m) mendapatkan hak-hak 
lain sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku. 
Selanjutnya Peraturan Pe-
merintah Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pembinaan dan Pembim-
bingan Warga Ninaan Pemasyara-
katan sebagai berikut; Pembim-
bingan adalah pemberian tuntunan 
untuk meningkatkan kualitas ke-
taqwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, profesional, kesehatan 
jasmani dan rohani Klien Pema-
syarakatan. Dan Pasal 3 Pembi-
naan dan pembimbingan kepriba-
dian dan kemandirian sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 meli-
puti hal-hal yang berkaitan den-
gan; a) ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa;b) kesadaran ber-
bangsa dan bernegara;c) intelek-
tual;d) sikap dan perilaku;e) kese-
hatan jasmani dan rohani;f. kesa-
daran hukum;g) reintegrasi sehat 
dengan masyarakat;h ketrampilan 
kerja; dani) latihan kerja dan pro-
duksi. 
Berdasarkan peraturan pe-
rundang-undangan tersebut diatas, 
telah diatur hak-hak Narapidana 
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yang masih berada dalam pembi-
naan Lembaga Pemasyarakatan, 
karena itu Perlindungan masyara-
kat dari tindakan yang ditimbulkan 
akibat melanggar hukum merupa-
kan salah satu kewajiban pemerin-
tah dalam melindungi warga nega-
ranya untuk tetap menciptakan 
rasa aman. Pemerintah menyedia-
kan suatu lembaga untuk memutus 
dan berwenang menghilangkan 
kemerdekaan si pelanggar hukum.  
Mereka yang diputus oleh 
putusan hakim dengan pidana pen-
jara atau pidana kurungan dina-
makan Narapidana, karenanya Na-
rapidana yang berada dalam pem-
binaan Lembaga Pemasyarakatan 
Pemerintah dalam hal ini petugas 
LAPAS wajib memberikan atau 
pemenuhan terhadap hak-hak Na-
rapidana yang telah diatur oleh 
Undang-undang supaya para Na-
rapidana patuh dan taat pada atu-
ran yang berlaku dalam LAPAS, 
karena para Narapidana akan me-
rasa berada dalam LAPAS betul-
betul mendapatkan pembinaan 
semua dilakukan oleh Petugas LA-
PAS sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, sehingga Narapidana juga 
akan taat dan patuh pada peratu-
ran yang berlaku baik masih bera-
da dalam LAPAS maupun setelah 
bebas dari LAPAS.   
 
4. KESIMPULAN  
Pelaksanan Pemenuhan 
hak-hak narapidana selama menja-
lani masa pemidanaan dalam 
Lembaga Pemasyarakatan harus 
dilaksanakan sesuai dengan pera-
turan yang berlaku seperti yang 
diatur dalam Undang-Undang No-
mor 12 Tahun 1995 tentang Pema-
syarakatan dan Peraturan lainnya. 
Sebagaimana diatur dalam Hak-
hak Narapidana  yang dilindungi 
oleh Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1995 tentang Pemasyaraka-
tan, Pasal 14 ayat (1) sebagai beri-
kut; a) melakukan ibadah sesuai 
dengan agama atau kepercayaan-
nya; b) mendapat perawatan, baik 
perawatan rohani maupun jasma-
ni; c) mendapatkan pendidikan 
dan pengajaran; d) mendapatkan 
pelayanan kesehatan dan makanan 
yang layak; e) menyampaikan ke-
luhan; f) mendapatkan bahan ba-
caan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang; 
g) mendapatkan upah atau premi 
atas pekerjaan yang dilakukan; h) 
menerima kunjungan keluarga, 
penasihat hukum, atau orang ter-
tentu lainnya; i) mendapatkan 
pengurangan masa pidana (remi-
si); j) mendapatkan kesempatan 
berasimilasi termasuk cuti men-
gunjungi keluarga; k) menda-
patkan pembebasan bersyarat l) 
mendapatkan cuti menjelang be-
bas; dan m) mendapatkan hak-hak 
lain sesuai dengan peraturan pe-
rundang-undangan yang berlaku. 
 Selanjutnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 
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tentang Pembinaan dan Pembim-
bingan Warga Binanaan Pemasya-
rakatan sebagai berikut; Pembim-
bingan adalah pemberian tuntunan 
untuk meningkatkan kualitas ke-
taqwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa, intelektual, sikap dan 
perilaku, profesional, kesehatan 
jasmani dan rohani Klien Pema-
syarakatan. Dan Pasal 3 Pembi-
naan dan pembimbingan kepriba-
dian dan kemandirian sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 meli-
puti hal-hal yang berkaitan den-
gan; a) ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa; b) kesadaran ber-
bangsa dan bernegara; c) intelek-
tual; d) sikap dan perilaku; e) ke-
sehatan jasmani dan rohani; f) ke-
sadaran hukum; g) reintegrasi se-
hat dengan masyarakat; h) ke-
trampilan kerja; dan i) latihan ker-
ja dan produksi. Dan selanjutnya 
Pasal 4 menyebutkan sebagai beri-
kut; (1) Pelaksanaan pembinaan 
dan pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan dilakukan oleh 
Petugas Pemasyarakatan yang ter-
diri atas; a) pembina pemasyara-
katan; b) pengaman pemasyaraka-
tan; c) pembimbing kemasyaraka-
tan. Dalam melaksanakan pembi-
naan sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1), Kepala LAPAS mene-
tapkan Petugas Pemasyarakatan 
yang bertugas sebagai Wali Nara-
pidana dan Anak Didik Pemasya-
rakatan. 
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